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BAB IV 

ANALISIS TINDAK PIDANA PEMBERITAAN HOAX  DALAM 

PRESPEKTIF HUKUM PIDANA  ISLAM 

 

A. Analisis Hukum Pidana Terhadap Pemberitaan Hoax 

Hoax sendiri memiliki definisi yaitu suatu berita atau pernyataan yang 

memiliki informasi yang tidak valid atau berita palsu yang tidak memiliki 

kepastian yang sengaja disebar luaskan untuk membuat keadaan menjadi 

heboh dan menimbulkan ketakutan. Akan tetapi, ada juga hoax yang sengaja 

dibuat untuk membuat cara berpikir tentang suatu hal menjadi sesat karena 

tertipu berita atau opini hoax. Jika sebelumnya hoax ini disebar luaskan lewat 

sms ataupun email dengan banyak, maka hoax sekarang ini lebih banyak 

beredar di dalam sosial media seperti Instagram, facebook, Twitter, Path, 

Whatsapp, serta blog-blog tertentu. 

Tindak Pidana merupakan pengertian dasar dalam Hukum pidana. Tindak 

pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah 

perbuatan jahat atau kejahatan. Secara Yuridis formal, tindak kejahatan 

merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh 

sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari 

dan arang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan- 

larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap 
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warga Negara wajib dicantumkan dalam undangundang maupun peraturan-

peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.1 

Tindak Pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam Undang-

undang, melawan Hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan 

kesalahan. 

Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan 

perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang 

mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari 

segi masyarakat menunjukan pandangan normatif mengenai kesalahan yang 

dilakukan.2 

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu 

yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam 

dengan pidana, di mana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi 

terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.3  

Jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu, sebagai 

berikut:4 

1. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dibedakan 

antara lain kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang 

dimuat dalam Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” 

dan “pelanggaran“ itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian 

                                                           
1 P.A.F. Lamintang Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. (Bandung : PT. Citra Adityta Bakti,  

1996), 7. 
2 Andi Hamzah. Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana. (Jakarta : Ghalia Indonesia, 

2001),  22. 
3 P.A.F. Lamintang Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia…, 16. 
4 Andi Hamzah. Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana….., 25-27. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

69 

 

KUHP kita menjadi Buku ke II dan Buku ke III melainkan juga merupakan 

dasar bagi seluruh sistem Hukum Pidana di dalam perundang-undangan 

secara keseluruhan. 

2. Menurut cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak Pidana formil 

(formeel Delicten) dan tindak pidana materil (Materiil Delicten). Tindak 

Pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan 

yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Misalnya 

Pasal 362 KUHP yaitu tentang pencurian. Tindak Pidana materil inti 

larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu 

siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang 

dipertanggungjawabkan dan dipidana. 

3. Menurut bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak 

pidana sengaja (dolus delicten) dan tindak pidana tidak sengaja (culpose 

delicten). Contoh tindak pidana kesengajaan (dolus) yang diatur di dalam 

KUHP antara lain sebagai berikut: Pasal 338 KUHP (pembunuhan) yaitu 

dengan sengaja menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, Pasal 354 

KUHP yang dengan sengaja melukai orang lain. Pada delik kelalaian 

(culpa) orang juga dapat dipidana jika ada kesalahan, misalnya Pasal 359 

KUHP yang menyebabkan matinya seseorang, contoh lainnya seperti 

yang diatur dalam Pasal 188 dan Pasal 360 KUHP.  

4. Menurut macam perbuatannya, Tindak Pidana aktif (positif), perbuatan 

aktif juga disebut perbuatan materil adalah perbuatan untuk 

mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang 
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berbuat, misalnya Pencurian (Pasal 362 KUHP) dan Penipuan (Pasal 378 

KUHP). Tindak Pidana pasif dibedakan menjadi tindak pidana murni dan 

tidak murni. Tindak pidana murni, yaitu Tindak Pidana yang dirumuskan 

secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya 

berupa perbuatan pasif, misalnya diatur dalam Pasal 224,304 dan 552 

KUHP.Tindak Pidana tidak murni adalah tindak pidana yang pada 

dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan secara tidak 

aktif atau tindak pidana yang mengandung unsur terlarang tetapi 

dilakukan dengan tidak berbuat, misalnya diatur dalam Pasal 338 KUHP, 

ibu tidak menyusui bayinya sehingga anak tersebut meninggal. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa jenis-jenis tindak 

pidana terdiri dari tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran, 

tindak pidana formil dan tindak pidana materil, tindak pidana sengaja dan 

tindak pidana tidak sengaja serta tindak pidana aktif dan pasif.  

Unsur-unsur tindak pidana memiliki 5 (lima) macam sebagai berikut :5 

a. Kelakuan dan akibat (perbuatan)  

b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan 

c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana 

d. Unsur melawan hukum yang objektif 

e. Unsur melawan hukum yang subyektif  

                                                           
5 ibid 
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Berdasarkan pemaparan diatas maka bisa dikatakan bahwa  penyebaran 

berita Hoax atau kabar bohong melanggar pasal 28 ayat 1 UU Nomor 11 

Tahun 2008 Tentang ITE yang berbunyi:6 

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong 
dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam 
transaksi elektronik.” 

Dalam pasal 28 ayat (1) memenuhi unsur : 

1. Setiap orang disini adalah ditunjukan kepada pelaku penyebar berita 

bohong Hoax 

2. Kesalahan : dengan sengaja, Dengan sengaja yang dapat diartikan bentuk 

kesengajaan dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan 

menyesatkan,terbukti melakukan dalam hal melaksanakan delik yang 

diancamkan dalam pasal tersebut. 

3. Melawan hukum : tanpa hak disini tanpa hak diartikan sebagai melawan 

hukum yaitu  tanpa adanya hak sendiri (zonder eigen recht), bertentagan 

dengan hukum pada umumnya (in strijd met het recht in het algemeen), 

bertentangan dengan hak pribadi seseorang (in strijd met een anders 

subjectieve recht), bertentangan dengan hukum objektif (tegen het 

objectieve recht), dalam penyebaran berita bohong atau Hoax merupakan 

tindakan yang melawan hukum dan bertentangan dengan hak pribadi  

4. Perbuatan : menyebarkan seseorang karena telah menyebarkan berita 

tidak sesuai dengan fakta. 

                                                           
6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 
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5. Objek : berita bohong sama artinya dengan bersifat palsu, artinya sesuatu 

yang disiarkan itu mengandung hal yang tidak benar. Ada persamaan 

dengan bersifat menyesatkan, ialah isi apa yang disiarkan mengandung 

hal yang tidak sebenarnya  dan meyesatkan memberitahukan suatu kabar 

yang kosong, akan tetapi juga menceritakan secara tidak betul tentang 

suatu kejadian. Suatu berita yang menceritakan secara tidak betul tentang 

suatu kejadian . Karena rumusan unsur menggunakan kata “dan”, artinya 

kedua unsurnya harus terpenuhi untuk pemidanaan. yaitu menyebarkan 

berita bohong (tidak sesuai dengan hal/keadaan yang sebenarnya) dan 

menyesatkan (menyebabkan seseorang berpandangan pemikiran 

salah/keliru). Apabila berita bohong tersebut tidak menyebabkan 

seseorang berpandangan salah, maka tidak dapat dilakukan pemidanaan. 

6. Akibat konstitutif : mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi 

elektronik. Yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi 

elektronik adalah semua bentuk kerugian, tidak saja kerugian yang dapat 

dinilai uang, tetapi segala bentuk kerugian. Misalnya, timbulnya perasaan 

cemas, malu, kesusahan, hilangnya harapan mendapatkan kesenangan 

atau keuntungan sebagianya.Unsur yang terakhir ini mensyaratkan berita 

bohong dan menyesatkan tersebut harus mengakibatkan suatu kerugian 

konsumen. Artinya, tidak dapat dilakukan pemidanaan, apabila tidak 

terjadi kerugian konsumen di dalam transaksi elektronik. 
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Sanksi pidana pasal 28 ayat (1) terdapat pada pasal 45 ayat (1) yaitu 

hukuman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling 

banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 

B. Analisis Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pemberitaan Hoax Yang 

Ketentuannya Diatur Dalam Pasal 28 Ayat (1) Undang – Undang Republik 

Indonesia No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.  

Dalam perspektif Islam, menyebarkan hoax termasuk perbuatan ghibah 

menceritakan tentang seseorang yang tidak berada di tempat dengan sesuatu 

yang tidak di sukainya. Baik menyebutkan aib badannya, keturunannya, 

akhlaknya, perbuatanyya, urusan agamanya, dan urusan dunianya.7 

Sebagaimana dalam hadits di jelaskan tentang Ghibah yaitu: 

لغيبة " قلو : الله ورسوله اصلى الله عليه وسلم قل " أتدرون ما عن أبي هريرة، أن رسول الله 

ا أقول ؟ قل " إن كان أعلم. قال " ذكرك أخاك بما يكره " قيل : أفرأيت إن كان في أخي م

 فيه ما تقول، فقد اغتبته. و إن لم يكن فيه ما تقول، فقد 4ته ".

“Dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah Saw bersabda : Tahukah 
kalian apa Ghibah itu? Sahabat menjawab Allah dan Rasul-nya yang lebih 
mengetahui. Beliau bersabda : “kamu menyebutkan saudaramu dengan 
sesuatu yang ia benci, “ Beliau ditanya : Bagaimana kalau memang 
saudaraku melakukan apa yang kukatakan? Beliau menjawab : kalau 
memang sebenarnya begitu berarti engkau telah menggibahnya, tetapi 
jika apa yang kau sebutkan tidak benar maka berarti engkau telah 
berdusta atasnya.8 

                                                           
7 Hassan sa’udi & Ahmad Hasan Irabi, Jerat-Jerat Lisan, (Solo: Pustaka Arofah, 2004), 14.  
8 File mausuu’atul hadits, Shahih Muslim ب تحريم الغيبة; no 2589, Sunan Abu Dawud ب في الغيبة; no 

 .no 1999 ;ب ماجاء في الغيبة ,no 2741, Sunan At-Tirmidzi ;ب ماجاء في الغيبة ,4874
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Berdasarkan Hadist di atas Ghibah di artikan menyatakan tentang sesuatu 

yang terdapat pada diri seorang muslim di saat ia tidak berada di tempat, dan 

apa yang di sebutkan memang ada pada orang tersebut tetapi ia tidak suka hal 

tersebut dinyatakan. Adapun jika yang disebutkan tidak ada padanya, berarti 

telah memfitnahnya. 

Allah Swt tidak menghendaki umatnya melakukan perkataan dusta dan 

kebohongan, Islam tidak menganjurkan fitnah atau berburuk sangka kepada 

pihak lain. Untuk itulah, Islam telah menetapkan sejumlah norma kebebasan 

berbicara, misalnya: hendaklah pembicaraan yang diucapkan itu pembicaraan 

yang baik, bukan perkataan yang kotor dan jorok, bukan pembicaraan yang 

menghasut, memfitnah, menjelekkan pribadi seseorang, dan bukan pula 

pembicaraan yang menjurus kepada timbulnya dampak curiga-mencurigai. 

Hendaklah apa yang dibicarakan itu perkataan yang obyektif dan benar. 

Apapun yang diucapkan seseorang, harus dipertanggungjawabkan 

kebenaran isinya kepada Allah dan manusia.9 Berita yang beredar memang 

harus diteliti lagi, Isu dapat membahayakan dan merugikan banyak orang. Ini 

sesuai dengan peringatan yang disampaikan Al-Qur’an. 

Dalam hal ini Allah SWT berfirman : 

$pκ š‰r' ¯≈ tƒ tÏ% ©!$# (# þθãΖ tΒ# u βÎ) óΟ ä. u !% ỳ 7,Å™$sù :* t6t⊥ Î/ (# þθãΨ ¨� t6tG sù βr& (#θç7Š ÅÁè? $JΒ öθs% 7's#≈ yγpg¿2 (#θßsÎ6óÁçG sù 4’ n?tã 

$tΒ óΟ çFù= yèsù tÏΒ Ï‰≈ tΡ ∩∉∪     

                                                           
9 Basri Iba Asghary, Solusi Al-Qur’an Tentang Problema Sosial Politik Budaya, (Jakarta: Rineka 

Cipta, 1994), 255. 
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“Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik 
membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak 
menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui 
keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu”. (Al 
Hujurat : 6).10 

Dalam ayat ini merupakan pelajaran adab bagi orang yang beriman dalam 

menghadapi suatu isu atau berita yang belum jelas kebenarannya.bahwa 

dengan tidak menyebarkan berita bohong atau Hoax  merupakan ibadah yang 

dapat meningkatkan iman jika kita menyebarkan berita bohong atau Hoax 

dapat berdampak pada kerusakan hubungan pribadi dan masyarakat. 

Penyesalan akan dirasakan pada orang yang menuduh tanpa meneriksa berita  

terlebih dahulu. Penyesalan didunia maupun diakhirat akan ditimpakan 

kepada orang yang menerima isu negatif, serta kepada orang yang 

menyebarkan berita bohong atau Hoax.  

Allah Swt. Juga mengingatkan bahwa : 

Ÿωuρ ß# ø) s? $tΒ }§øŠs9 y7 s9 ÏµÎ/ íΟ ù= Ïæ 4 ¨βÎ) yìôϑ ¡¡9 $# u� |Ç t7 ø9 $#uρ yŠ# xσ à�ø9 $#uρ ‘≅ ä. y7 Í× ¯≈ s9 'ρé& tβ% x. çµ÷Ψ tã 

Zωθä↔ ó¡tΒ ∩⊂∉∪    

“Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Karena 
pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan diminta pertnggung 
jawabannya” (QS Al-Isra’ : 36).11 

Janganlah kalian mengikuti ataupun meyakini sesuatu yang tidak kalian ketahui 

kepastiannya. Jadilah orang yang teguh dalam urusanmu, janganlah mengikuti 

prasangka dan kabar buruk, karena pendengaran, penglihatan, dan hati mausia akan 

di perhitungkan di hadapan allah. Jika semua itu di pergunakan untuk kebaikan maka 

                                                           
10Depag RI, Al – Qur’an dan terjemahannya (Semarang: CV Toha putra,1971) 846. 
11 Depag RI, Al – Qur’an dan terjemahannya (Semarang: CV Toha putra,1971) 429. 
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allah akan membalasnya dengan pahala, dan jika di pergunakan untuk kejelekan 

maka allah akan membalasnya dengan siksaan.12  

Dalam hukum pidana di indonesia pelaku menyebar berita Hoax di kenai 

sanksi dalam pasal 45 ayat (2) yang berbunyi :13 

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita 
bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam 
Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau 
denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”. 

Dalam pasal 45 ayat (2) memenuhi unsur : 

1. Setiap orang mengandung arti semua orang arti setiap orang disini adalah 

ditunjukan kepada pelaku. 

2. Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan 

menyesatkan Dengan sengaja yang dapat diartikan bentuk kesengajaan 

dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan,terbukti 

melakukan dalam hal melaksanakan delik yang diancamkan dalam pasal 

tersebut. 

3. Mengakibatkan kerugian konsumen mengakibatkan kerugian konsumen 

dalam transaksi elektronik. Yang mengakibatkan kerugian konsumen 

dalam transaksi elektronik adalah semua bentuk kerugian, tidak saja 

kerugian yang dapat dinilai uang, tetapi segala bentuk kerugian. 

Misalnya, timbulnya perasaan cemas, malu, kesusahan, hilangnya harapan 

                                                           
12 Aidah al-qarni, tafsir al-muyassar,( Qisthi press, Jakarta, 2008),  494. 
13 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 
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mendapatkan kesenangan atau keuntungan sebagianya.Unsur yang 

terakhir ini mensyaratkan berita bohong dan menyesatkan tersebut harus 

mengakibatkan suatu kerugian konsumen. Artinya, tidak dapat dilakukan 

pemidanaan, apabila tidak terjadi kerugian konsumen di dalam transaksi 

elektronik. 

4. Dengan menggunakan media elektronik, orang yang melakukan 

perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, 

jaringan komputer, dan atau media elektronik lainnya. 

5. Dengan menyalagunakan perbuatan Pasal 28 ayat (1) dipidana 6 (enam) 

tahun / dendan Rp.1.000.000.000,00. 

Dengan adanya sanksi yang tegas bagi pelanggar syara' diharapkan seseorang 

tidak mudah dan tidak seenaknya berbuat jarimah. Harapan diterapkannya 

ancaman dan hukum bagi pelaku jarimah tersebut adalah demi terwujudnya 

kemaslahatan umat. Dengan demikian, tujuan hukum Islam ditegakkan untuk 

melindungi lima hal yang disebut dengan maslaha>h darurii, yaitu :14 

Di>n (untuk perlindungan terhadap agama), Agama di sini maksudnya adalah 

sekumpulan akidah, ibadah, hukum, dan undang-undang yang dibuat oleh 

Allah untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya dan juga 

mengatur hubungan antar manusia. Untuk menjaga dan memelihara 

kebutuhan agama ini dari ancaman musuh maka Allah mensyariatkan hukum 

berjihad untuk memerangi orang yang menghalangi dakwah agama. Untuk 

menjaga agama ini Allah juga mensyariatkan shalat dan melarang murtad dan 

                                                           
14 Makhrus Munajat, Dekonstruksi Hukum Pidana Islam, (Yogyakarta : Logung Pustaka, 2004), 5. 
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syirik. Jika ketentuan ini diabaikan, maka akan terancamlah eksistensi agama 

tersebut, dan Allah menyuruh memerangi orang yang murtad dan musyrik. 

Dengan demikian, tujuan hukum Islam ditegakkan untuk melindungi lima hal yang 

disebut dengan maslahah darurii, yaitu di>n (untuk perlindungan terhadap agama), 

nafs (jiwa), nasl (Keturunan), ´aql  (akal), dan ma>l (Harta benda).15 

Nafs (jiwa), Untuk memelihara jiwa ini Allah mewajibkan berusaha untuk 

mendapatkan kebutuhan makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal. 

Tanpa kebutuhan tersebut maka akan terancamlah jiwa manusia. Allah juga 

akan mengancam dengan hukuman qishash (hukum bunuh) atau diat (denda) 

bagi siapa saja yang menghilangkan jiwa. Begitu juga Allah melarang 

menceburkan diri ke jurang kebinasaan (bunuh diri).  

Nasl (Keturunan), Untuk memelihara keturunan Allah mensyariatkan 

pernikahan dan sebaliknya mengharamkan perzinaan. Orang yang mengabaikan 

ketentuan ini, akan terancam eksistensi keturunannya. Bahkan kalau larangan 

perzinaan ini dilanggar, maka Allah mengancam dengan hukuman rajam atau 

hukuman cambuk seratus kali. 

´aql  (akal), Untuk menjaga dan memelihara akal ini Allah mengharuskan 

manusia mengkonsumsi makanan yang baik dan halal serta mempertinggi kualitas 

akal dengan menuntut ilmu. Sebaliknya, Allah mengharamkan minuman keras yang 

memabukkan. Kalau larangan ini diabaikan, maka akan terancam eksistensi akal. Di 

                                                           
15 Makhrus Munajat, Dekonstruksi Hukum Pidana Islam,....6. 
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samping itu, ditetapkan adanya ancaman (hukuman dera 40 kali) bagi orang yang 

meminum minuman keras. 

Dan ma>l (Harta benda). Untuk memelihara harta ini disyariatkanlah tata cara 

pemilikan harta, misalnya dengan muamalah, perdagangan, dan kerja sama. Di 

samping itu, Allah mengharamkan mencuri atau merampas hak milik orang lain 

dengan cara yang tidak benar. Jika larangan mencuri diabaikan, maka pelakunya akan 

diancam dengan hukuman potong tangan. 

Suatu perbuatan dianggap jarimah apabila unsur-unsurnya telah 

terpenuhi. Unsur-unsur ini dibagi menjadi dua, yaitu unsur umum dan unsur 

khusus. Unsur umum adalah unsur yang dianggap sebagai tindak pidana 

berlaku pada semua jarimah , sedangkan unsur khusus hanya berlaku untuk 

masing-masing jarimah dan berbeda antara jarimah yang satu dengan yang 

lain.16 

Suatu perbuatan baru dianggap sebagai tindak pidana apabila unsur-

unsurnya telah terpenuhi dan  Pelaku penyebar berita Hoax. terdapat dalam 

kedudukannya sebagai orang yang bertanggung jawab dan pada perbuatan 

yang diperintahkan, adapun syarat-syarat untuk pelaku mukallaf itu ada dua 

macam, yaitu : Pelaku sanggup memahami nas-nas syarak yang berisi hukum 

taklifi dan Pelaku orang yang pantas dimintai pertanggung jawaban dan 

dijatuhi hukuman. 

                                                           
16 Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam:Fikih Jinayah, (Jakarta: Sinar 

Grafika, 2004), 27. 
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Di dalam hukum pidana islam terdapat tiga hukuman pidana jarimah yang 

pertama jarimah hudud suatu jarimah yang dibentuknya telah ditentukan oleh 

syarak sehingga terbatas jumlahnya.17 Yang kedua jarimah kisas atau diat, 

seperti jarimah hudud, jarimah kisas atau diat, telah ditentukan jenis maupun 

besar hukuman untuk jarimah ini hanya satu untuk setiap jamaah.18 Yang 

ketiga takzir adalah suatu dalam bentuk jarimah, yang bentuk atau macam 

jarimah serta hukuman dan sanksinya ditentukan oleh penguasa.19 

Sanksi bagi pelaku penyebaran berita Hoax atau berita bohong dalam 

hukum pidana Islam adalah takzir , Para fuqaha mengartikan takzir dengan 

hukuman yang tidak ditentukan oleh al-Quran dan Hadis yang berkaitan 

dengan kejahatan yang melanggar hak Allah swt dan hak hamba yang 

berfungsi sebagai pelajaran bagi terhukum dan pencegahannya untuk tidak 

mengulangi kejahatan serupa. Hukuman takzir boleh dan harus diterapkan 

sesuai dengan tuntutan kemaslahatan. Para ulama membagi Jarimah takzir 

yakni yang berkaitan dengan hak Allah SWT dan hak hamba.20 

Yang dimaksud dengan kejahatan yang berkaitan dengan hak Allah 

adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan kemaslahatan umum. Seperti 

membuat kerusakan di muka bumi, perampokan, pencurian, perzinaan, 

pemberontakan dan tidak taat kepada ulil amri>. Sedangkan yang dimaksud 

dengan kejahatan yang berkaitan dengan hak individu adalah segala sesuatu 

                                                           
17 Djazuli, Fiqh Jinayah , (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), 11. 
18 Djazuli, Fiqh Jinayah ,...163. 
19 Ibid.  
20 Ibid.  
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yang mengancam kemaslahatan bagi seorang manusia, seperti tidak 

membayar utang dan penghinaan.21 

Syarat supaya hukuman takzir bisa dijatuhkan adalah orang yang berakal 

saja. Oleh karena itu, sudah jelas pasti pelaku penyebar berita Hoax itu adalah 

orang yang berakal dan orang mukalaf hukuman takzir bisa dijatuhkan kepada 

setiap orang yang berakal yang melakukan suatu kejahatan yang tidak 

memiliki ancaman hukuman hudud, baik laki-laki maupun perempuan, muslim 

maupun kafir, balig atau anak kecil yang sudah berakal (mumayyi>z). Karena 

mereka semua selain anak kecil adalah termasuk orang yang sudah memiliki 

kelayakan dan kepatutan untuk dikenai hukuman. Adapun anak kecil yang 

sudah mumayyi>z, maka ia di takzir, namun bukan sebagai bentuk hukuman, 

akan tetapi sebagai bentuk mendidik dan memberi pelajaran. 

Dapat di tarik kesimpulan bahwa seorang yang melakukan tindak pidana 

harus memenuhi syarat-syarat yaitu berakal, cukup umur, mempunyai 

kemampuan bebas (muchtar). 

Di liat dari segi  pemberitaan Hoax apabila merujuk pada individu maka 

kejahatannya termasuk kejahatan individu dan mengancam kemaslahatan bagi 

seorang manusia apabila pemberitaan Hoax berbau dengan SARA suku, 

agama, ras, dan golongan berarti termasuk kejahatan menyinggung hak Allah 

karena segala sesuatu yang berkaitan dengan kemaslahatan umum. 

                                                           
21 Djazuli, Fiqh Jinayah ,...., 166. 
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Pada dasarnya, hukum Islam menetapkan bahwa tindak pidana-tindak 

pidana takzir memiliki sekumpulan hukuman yang tingkat berat dan 

ringannya beragam.  

Menurut penulis Pelaku tindak pidana pemberitaan Hoax mendapat 

hukuman takzir yang berupa hukuman kawalan tidak terbatas. Dalam 

hukuman kurungan tidak terbatas, terhukum terus dikurung sampai ia 

menampakkan tobat dan baik pribadinya atau sampai ia mati. bahwa masa 

hukuman kurungan tidak ditentukan terlebih dahulu karena hukuman ini tidak 

terbatas, bahkan sampai terhukum mati. Artinya, hukuman baru akan berakhir 

dengan kematian si terhukum atau tobatnya sebelum mati atau menjadi baik 

pribadinya. 

 


